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KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ZET LIBING
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. NHK : 685275
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 556.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 640 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 266.000.000
2. Tanah Seluas 88 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 290.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 413.000.000
1. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2400 AT Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 168.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS 1.5L 4X2 A/T Tahun
2019, LAINNYA Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 35.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.014.000.000

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.014.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARISI CHRISTINOVA MIRYAM SILALAHI
2. Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3. NHK : 634331
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.174.032.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1.400 m2/240 m2 di KAB / KOTA
KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 824.032.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/253 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 246.700.000

1. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

3. MOTOR, YAMAHA IDY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

4. MOTOR, HONDA GLP II Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
1.000.000
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5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

3.700.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 210.803.396
F. HARTA LAINNYA Rp. oo
Sub Total Rp. 4.738.535.396
. HUTANG Rp. s-=-
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 4.738.535.396
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : GABRIEL PAKAENONI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK . 652453
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 231.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/64 m2 di KAB / KOTA
KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 56.500.000
2. Tanah Seluas 5.470 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.419 m2/282 m2 di KAB / KOTA
KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 111.500.000
1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

11.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.025.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 419.229.963
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 784.254.963
. HUTANG Rp. =
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 784.254.963
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARCELINA KOPONG
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 900143
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 240.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T (SOUL GT) Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

225.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.900.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.923.124
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.189.823.124
. HUTANG Rp. 347.369.076
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 842.454.048
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERLYN SILVY MANAFE
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
3. NHK . 800218
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 339.100.097

1. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , Rp. 120.000.000

2. Tanah Seluas 1.475 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , Rp.
188.800.000

3. Tanah Seluas 795 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , Rp.
30.300.097

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.001

1. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp. 1

2. MOTOR, HONDA SCOOPY SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

4. MOTOR, YAMAHA SE 88 /SOLO Tahun 2023, HADIAH Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 77.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 36.828.536
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 567.428.634

Ill. HUTANG Rp. 176.616.999
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 390.811.635

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DINA MIHA BALO
2. Jabatan : KEPALA UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
3. NHK : 963700
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.460.000.000

1. Tanah Seluas 4.422 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 655 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

4. Tanah Seluas 582 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

2. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

3. MOBIL, KIJANG KIJANG KF 83 Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 104.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. A
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.219.169
F. HARTA LAINNYA Rp. i

Sub Total Rp. 2.669.219.169
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1. HUTANG Rp. 37.995.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.631.224.169
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ANDY WILIAMS NJOLA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 800376
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 93.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR MATIK Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

2. MOTOR, YAMAHA RX KING 135CC Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 8.500.000

3. MOBIL, MITSUBISHI KUDA VB5W GLS DIESEL Tahun 2004,
HASIL SENDIRI Rp. 53.500.000

4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.155.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 166.155.000
lll. HUTANG Rp. 436.794.081
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -270.639.081
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CONSTANSIA TRESLYN MARLIS HERMANUS
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 1011092
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 474.088
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 474.088
[ll. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 474.088
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : CHRISTINA YOSEPHA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK . 727840
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 445.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/196 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , Rp. 385.000.000
2. Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 60.100.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.900.000
1. MOTOR, YAMAHA NEW MIO BLUE CORE Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000

2. MOTOR, HONDA NF 125 SF Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

4.400.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.964.730
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 512.464.730
lll. HUTANG Rp. 211.076.085
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 301.388.645
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KEMI ANDREAS TEFNAY
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 955365
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 70.000.000

1. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 163.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 GM/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 147.000.000

2. MOTOR, YAMAHA 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, YAMAHA VINO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

11.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.447.182
F. HARTA LAINNYA Rp. 205.251.844
Sub Total Rp. 444.699.026
lll. HUTANG Rp. o
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 444.699.026
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JEFRI STEVEN SANI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 963584
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 8.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 836A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =2
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. a3
Sub Total Rp. 43.000.000
. HUTANG Rp. 30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 13.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



